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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Dengan ucapan Alhamdulillah, redaktur Jumal “MAIIKAMAH" senantiasa
metnanjatkan syukor ke hadirat Allah SWT atac segala limpahan rahmat, tanfiq dan
hidayah-Nya sehingga terbit Jurnal Mahkamah petiode Japuani-Juni 2013, Demikian,
Sholawat dan Salam senantiasa lerlimpahkan ke Pangkuan Rasuliullah SAW yang
telah banyak memberikan spirit peradaban kepada umatnya,

Jurmal “MAHKAMAH" terupakan  jurnal kajian  hukum  Islam, yang
diharapkan memberikan kontribusi bagi pengermbangan ilmuo-ilmn hukum [slam, juga
diharapkan menjadi penanda setakin dinamisnya hukum lslam yanz mengandung
rabumat bagi seluruh alam,

Edisi Vol | perode Januari-Tuni 2013 jumal “MAHKAMAH" ini
mengetengahkan beberapa ulisan yang dawali dengan lulisan berjudul: Peradilan
agama pada masa teformasi dalam perspektif teori sosial, teort hulkuem ketatancgaraan
dan teori living law oleh H. Kosim, tulisan yarg kedua wembahas perkawinan
jalitfiyaly dan pengaruhnya terhadap hukum perkawinan Islam oleh H. Munir
subarman. Kemudian tulisan yang ketiga adalah fenomena tevorisme di ndaonesia
Antara gerakan teologi-politik dan religions exmemist oleh lbi satibi, Kemudian
tulisan selanjutnya berjudul proteksi hukum bagi tenaga ketja lidak tetap berdasackan
undang-mdang  republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tenlang kelenagakerjaan
oleb Leliva, Tulisan dengan wma hakim datam perspektil sistem peradilan Islam
ditulis ofch Didi sukardi. kemudian bukum penyembelihan af/ af kil stud lethadap
pemikiran sayvid queb ditulis cleh Naila farah Tulisan terakhir temtang konsep
peminangan dalam Istam dengan analisis kritis hadis peminangan oleh Nurul ma’rifah.

Demikianlah, beberapa tulisan vang hadir pada edisi ini. Guna mengetahul dan
mengkaji lebih jauh, dipersilakan para pembaca untuk menyimak satr per satu wlisan
vany ada dalam edisi ini. Akhimya, redaktur Junal “MAHKAMALL mengucapkan
lerima kasih atas bantuan banyak pihak sehingga edisi im bisa hadir di hadapan
pembaca. Redaktur juga mohon maaf atas sepala kelurangan edisi ing. Schingyy, saran
konstruktl senantiasa terbuka guna perbaikan puda edisi-edisi mendatang. Selamat
Membuca !

Circhon, Tum 2013
Redaltur

H. llham Bustami
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Peradilan Agama
Pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Tcori
Hukum Kefatanegaraan dan Teori Living Law

(Jleh: H.Kosim

Abstrak
Feradilan Agama pada  Masa  reformasi mengalami  banvak
pervkembangan, terbulti dengan beralihnya Pembinaan peradilan agama
dalam  sistem satu atap he Mahkamah Agung, sebagai upava witwk
mewnfudban kemandirian keluasaan kehakiman dan menciptakan putusan
pengadilan vang fidak memihal (impartial).  Dengan lahirnyva peraturan
perundang-undangan di era reformasi, maka praktis terdapat berbagai akibat
hukem yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama. Dalam
Perspekitf teori sosial dan ketatanegaraan. Peradilun Agama  Indonesia
mengalami flukivasi dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas heragama
Islam dan mereka memperfuanghkannya melalui sistem hukum ketatanegaraan
Indonesia, schingga wewenang Peradifun Agoma mengalami peningkatan
yang signifikan verta dengan adanye peradilan agama merupakan fungsional
interaksional simbolis antara penduduk Indonesia yang mayoritas beragama
dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, walaupun secara teori konflik dan
pertukaran sosigl masih menvisakan persoalan. Adapun jika ditinjan dari
perspelisl Living Law, Peradilan pada masa reformasi ferfihat sangar
dipengaruhi oleh keadaan masyarakar fndonesia yang mayoritas Muslim,
walaupun dalam kenyateannya, tidak semua substansi hukum yang ada di

pevadilan sesuai dengan Indonesia livinglaw.

abistract

Religious Courts in Time of veforms have been many developments, as
evidenced by the shift of of religion courts in fostering system to the roof of the
Supreme Cowrt, in an effort to realize the mdependence of judicial power and
create an impartial court (as impartial). With the birth of the lexislation in the
reform era, then practically therve are various legol consequences that intersect
divectly with the position of religious courts. With the birth of the legislation in
the reform era. In the perspective of social and constifutional theory,
Indonesian Religious Courts fluctuated becanse of the predominantly Mustin
Indionesia and they fighi through a constitutional legal system of Indonesia,
Religions Courts so that the authority has increased sienificantly as well ar the
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Peradilun Agama pade Musa Reformasi datam Perspekiif Teori Sosigl, Teori
Hukum Kelatanegaraan dun Feori Loang Law

presence of a functional interactional justice is a refigious symbolic among the
Indonesian population predominantly with Indonesian state svstem, although
conflicts and social exchange theory stilf leaves the problem. ds if' it is viewed
from the perspective of Living Law, Justice fooks at the veform perind is
strongly influenced by the state of Muslin-majority Indonesia, although in
reality, not all legal substance that is in accordance with the Indonesian justice
Livinglaw.

Kata Kunci: Peradilan Apgama, Teori Sosial, Teori Kctatancraraan, Teori
Living Law

A. FPendahuluan

Seinng  Perkembangan Zaman dan semakin kompleksnya dinamika
kehidupan bangsa Indonesia, maka perkara-perkara hukum di masyarakat
sangal potensial bertambah, baik secara kuvantitalil maupun secara kualitatif,
Salah satu yang menjadi aksentuasi adalah perkembangan lembaga ckonomi
syari’ah vang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yvang signifikan.
Sebagai deskripsi awal, perkembangan syari'ah di Indonesia demikian cepat,
khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an
jumlah kantor lavanan perangkan syari’ah masih belasan, maka tahun 2000,
jumnlah kantor pelayanan lembaga kevangan syari’ah melebihi enam ramsan
yang tersebar di scluruh Indonesia. Asct perbankan syari'ah ketika itn belum
mencapat Rp. 1 Tolun maka saat ini aselnya lebih dari 22 triliun, Lembagza
asuranst syari'ah pada tahun 1994 hanya dua buah, yakni Asuransi Takaful
Keluarga dan Takaful Ummm, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi
syari’ah (Dala AAST 2006). Demikian pula obligasi syari’ah tumbuh pesat
mengimbangt asuransi dan perbankan syari’ah. Dari sini, peradilan agama,
secara institusional dituntut untuk terdibal dalam penanganan kasus-kasus
pidana ekonomi syari’ah. Namun kendala yang cukup riskan menghambat
upaya terscbul, mengingal otorilas peradilan agama yang hanya menangani
perkara-perkara di bidang perdata, seperti wakaf, cerai, hibah, zakat, infak,
shadagah, waris dau perkawinan. Dapat dipahami mengingal masalah-masalah
yang muncul di masyarakat banyak berkuvalifikasi pidana, sehingga peradilan
agama tidak sanggup untuk menyentuhnya.!

Hal di atas yang agaknya menjadi pertimbangan pertarna bagi pemerintah
uniuk melakukan perubahan yang sipnifikan dalam upaya melibatkan
pengadilan agama pada penyelesaian perkara-perkara pidana ckonom syari’ah.

' Dr. 4. Kosim Rusdi, M. Ag, Sefarah Peraditon Agama D fndnnesio Peespakiif Teort
Soslal dan L=ori Hiskum Ketatunegaraan (Citchon: Nurjati Press, 2011), hlm. 155
z




H. Kositn

Dasar yang menjadi pertimbangan lamnya adalah realitas yang memperlihatkan
betapa pengadilan wmum kewalahan dalam menyelesajkan perkara yang
diajukan hingga banyak perkara yang terkatung-katung tanpa ada kejelasan
mengenai penyelesaiannya, Hal lersebut lebih diperparah dengan bhanyaknya
keputusan peradilan umum yang tergolong manipulatif karena pertimbangan
hukum vang diberikan sering tidak menventuh substansi hukum  yang
sesungguhnya, ditambah lagi dengan maraknya mafia peradilan yang semakin
menenggelamian reputasi peradilan umum dalamn menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya. Karcna i, sangatlah pamtas untuk
mengeluarkan suatu aluran baru scbagai upaya progresif dalam menciptakan
tatanan hukum  yang lebih representatif, tentunya dengan pemberian
wewenang pada peradilan agama yang lebih komprehensif dalam perkara
pidana.”

Amandcemen U No, 7 Tabun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006
merupakan aktvalisasi dani hal di atas. Dengan undang-undang ini, maka
peradilan agama diberi kewenangan uniuk menangani perkara ekonormi
syari’ab, antara lain meliputi bank svari’ah. reksadana syari’ah, asuransi
syari’ah, dan obligasi syari’ah. Dengan peraturan ni, peradilan apama dituntut
untuk menjalankan peran peradilan sebagai pilar utama dalam menegakkan
supremasi hukuwin, Peradilan agama mengemban elspekiusi besar masyarakat
untuk mengiring perubahan menwju tatanan hukum vang representatif dan
transparan, serla memenuhi dabaga keadilan di masyarakat yang selama ini
ditwtupi Oen tabir mafia peradilan yang menggeropoli dinamika hukum di
Indunesia.

Peradilan Agama mengalami permimbuhan dan perkembangan dalam
rentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia.
Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin kompleks, peradilan agama
berusaha tampil sebagal suatu institusi vang menjadi pilar bagi suksesnva
penegakan supremasi hukum. Karcna itu, eksistensi peradilan agama perlu
diperkuut dengan aturan normatil yang memberi otoritas yang huas (yurisdiksi)
kepada peradilan agama.®

Sehingpa Pada Desember 2006, pemerintah menetapkan amandemen
terhadap UU No. 7 Talwun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentung
peradilan agama. Penetapan Undang-undang baru ini membawa implikasi yang
signifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks institusiomal maupun
dalam konteks kewenangan mengadili {yurisdiksi}."

“bad. hlm. 156
*Thid
*1hid




Peraditan Agama pada Masa Reformasi dalam Perapektif Teort Suvial, Teor
Tulum Ketaranegaraan dan Tewri Living Law

B. Peradilan Agama Pada Masa Rceformasi dalam Perspektif Teori
Susizl, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law
1. Peradilan Apama datam Sistem Peradilan Satu Atap

Pergescran kekuasaan dan rezim Ovde Baru ke Pemennilahan
Orde Reformasi membawa serta merta berbagai perubaban dalam ranah
sosial, politik dan hukum. Perubahan mendasar dalam bidang hukum,
vakni dilakukannya amandemen atas UUD 1945 1tu berbunyi
“Penyclenggaraan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah
mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata
Usaha MNegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi® Ketentuan
Konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya UL No35 Tahunl 999
tentang Sistem Peradilan Satu Atap, UUJ No. 4 Tabun 2004 tentang
Kelmasaan-Kchakiman (Amandcemen atas UL No, 14 Tahun 1970
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman), dan UU Ne.48 Tahun
2009 (Amandemen atas UL No. 4 Tahun 2004 lentang Kekuasaan
Kehakiman).”

Lahirnya berbagai peraturan itn menunjukkan adanya tekad
vang kuat dan bulat dalam usaha penguatan terhadap prinsip kekuasaan
kehakiman vang tnerdeka, sesual denpan tunmitan reformasi dalam
ranah hukum, sckaligus schagai wujud nyata pengawalan terhadap
perubaban mendasar dalam sisicmn peradidan, vakm dari “sistem
peradilan mendua”, yang berpijuk di alas dua kaks berubabh ke sisicm
Peradilan Satu Atap ®

Melalui UL} No. 4 Tahun 2004, vang kemudian diamandemen
dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah
ditetapkan pengalihan kewenangan yang berhubungan denpgan masalah
penyelenggaraan, kekoasaan dan kewenangan lernbaga peradilan. Hal
ity sesual dengan kotentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
yang berbunyi: organisasi. adminisirasi, dan  finansial  Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah
keluasaan Mahkamah Agung.”

*Uyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, (BoporPenerbit Ghalia
Inbonesia, 20011 hlm. 151

" Sebelum digmandemen, horfaku pasal 10 avat (1) UU No. 14 Tahum 1970, Dalam
Fazal tersebut disebulkan bahws kekuasasn kehakiman dilakokan oleh pengadilin dalam
lingkungsn Poradilan Umum, Peradilan Apama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaba
Wegara. Secara arganisatoris, empat pengadilan tersebut di bawah dapartemen maging-masing.

; o Sunarye Mokhlss, . helm, [52
4




H. Eosim

Berdasarkan ketenmuan Pasal 21 ayat (1) No. 48 ‘Tahun 2009,
maka kewenangan dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial
lembaga peradilan agama berpindah dari lembaga cksckutif, yakni
Dvirektoral Pembinuan Peradilan Agama, Departemen Agama kepada
lembaga yudikatif, yakni Mahkamsh Agung. Adapun yang dimaksud
dengan pemindahan kewenangan dalam bidang organisasi itu sendiri
mehputi:  kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur
Organisasi. Sementara yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan
di bidang administrasi meliputi: kepegawaian, kekayaan, negara,
kewangan, arsip, dan dokumen. Sedangkan yang dimaksud dengan
pengalihan dalam bidang finansial adalah mengenai anggaran yang
sedang berjalan. Scluruh unsur yang berada pada Direktoral Pembinaan
Peradilan Agamma Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Apgama/
Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan Pengadilan Agama’ Mahkamah
Syariyah ity beralih din masuk ke dafani salu atap di bawah
kekuasaan Mahkamah Apung ®

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah
Agung ity merupakan upaya untuk mewujedkan  kemandirian
kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak
memihak (irmpartial),” Dengan lahimya peraturan perundang-undangan
terscbut, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum vang
bersinggungan langsimg dengan posisi peradilan agama. Pertamo,
secara organisatoris, administratil, dan finansial, badan peradilan agana
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. ITal itu mengandung
pengertian  bahwa peradilan agama berada di bawah  kekuasaan
Mahkamah Agung. Hal ity mengandung pengeriian bahwa peradilan
dgama yang scjak proklamasi kemerdekaan RI berada di buwah
kekuasaun Departemen Agama, berposer dan beralih ke dalam wilayah
kekuasaan Mahkamah Agung. ™

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem  hukwm  dan
peradilan, termasuk yang bersingpungan dengan pengalihan organisasi,
admmisirasi, dan finansial badan peradilan agama dari Departemen
Agama ke Mahkamah Agung itu scndin banyak mcnuai pro-kontra
dalam lingkuagan masyarakat Islam, leritama para elit politik dan
tokoh agama Islam. Meskipun demnikian, pada akhimya semua pihak

* Ihid

* Budan Pembinaan [lukum Nagianal, “Arah Tengembangan Sistem Peradilan di
lndonesia™ dalwmPedoman Pelaksanaon diskusi Panel Pengembangon Hulum Nasionel
(Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Drepartermen Hukom dan FEAB BRI
Beker; asama dengan Fakulas Hukum Universitas Gajah Mada, 24-27 April 2007,

W id.




Peradilan Agama pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Teori
'Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law

dapat memahami dan secara legowo dapat menerima mengenai
kebijakan pengalihan itu. Namun hanya karena alasan teknis, proses
pengalihan badan peradilan agama, yang semestinya dilakukan pada
tanggal 30 Juni 2004'! oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah
Agung mengalami sedikti penundaan.

Berkenaan dengan kebijakan sistem peradilannya satu atap itu,
maka dilakukan pula langkah-langkah adaptasi lainnya, terutama yang
berkaitan dengan badan peradilan agama. Untuk itu, dilakukan dua kali
amandemen terhadap UU No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yaitu melalui UU No. 3 Tahun 2006, yang diundangkan pada tanggal 28
Februari 2006'2 dan melalui UU No. 50 Tahun 2009, yang diundangkan
pada tanggal 29 Oktober 2009."

Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama Itu telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan
mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut
teknis yudisial maupun nonyudisial, yaitu urusan organisasi,
administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung.Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal
dilakukan oleh Komisi Yudisial.'* )

Dasar Pemikiran dilakukannya Perubahan Kedua Atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat
prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar
prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat
berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
adalah sebagai berikut."

a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh
Mahkamah Agung maupun pengawasan ecksternal atas perilaku

6

"Kepres No. 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan organisasi,

administratif, dan finansial Lembaga Peradilan ke Mahkamah Agung.

12 Anonimous, Amandemen Peradilan Agama Atas UU No.07 Tahun 1980, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2006) hlm. v.

' Oyo Sunaryo, ... hlm. 153
14 [ ihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Amandemen Kedua Atas

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

15 Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhurun martabat serta perilaku hakim

b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada
pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama,
antara lain melalui proses scleksi hakim yang dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses
atan lulus pendidikan hakam.

€. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc

d. Pengaturan mekanisme dan tata cara penpangkatan  dan
pemberhentian hakim

e. Keamanan dun kesejahteraan hakim

f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan

g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksazn pengelolaan dan
pertanggung jawabhan biava perkara

h. Bantuan hukum

f. Majelis kchormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati
kode etik dun pedoman hakim.

Secara umum, Perubshan kedua alas UU No, 7 Tahun 1989
lentang Peradilan Agama scbugaimana tcla diubah dengan UU No. 3
Tahun 2006 tentanp Peradilan Agama pada dasarmya  untuk
mewwjudkan penyelenggaraan kekuassan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalyi
penataan sistemn peradilan yang terpadu (wnzregated justice system),
terlebih peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan
peradilan di bawah Mahkamah A gung.'®

Pendekatan yang dilakukan dalamy amandemen itu bersifut
“adendum”, dengan arli kata bahwa rumusan peraturan lamsa yang
terdapal dalam pasal-pasal itu secara tekstual masih tetap tertulis
mendampingi pasal-pasal baru hasil amandemen. Dalam hal ini, pasal-
pasal yang {erdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlal
sejauh tidak ditetapkan lain dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No,
50 Tabun 2009, Perubahan atas UU No, 7 Tahun 1989 tentangs
Peradilan Agama i mengatur administrasi baru tentang susunan
peradilan agama (hakim-hakim agama) dan memperluas kompeni
absolut pengadilan dalam peradilan agarna '

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989
mengalami perubahan, baik melalui amandemen pertama, yakni UU
No. 3 Tahun 2606 mauspun melalui UL No. 50 Tahun 2009, Diantara

“ Oyo Sunarye, ... hlm. 154
1 Jbid.




Peradilan Agama pada Masa Reformasi dalam Perspektif Teori Sosial, Teori
Hukum Ketatanegaraan dan Teori Living Law

perubahan itu, berkenaan dengan adanya pengkhususan pengadilan.

Dalam pasal 3A UU No. 3 tahun 2006, sebagai sisipan antara pasal 3

dengan pasal 4, disebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan agama

dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-

undang. Pada amandemen ke dua atas UU No. 7 Tahun 1989

sebagaimana diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009, pasal 3A itu

mengalami perubahan dan penekanan makna, sehingga menjadi:

a. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus
yang diatur dengan Undang-Undang.

b. Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan
Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
Peradilan Umum  sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan Peradilan Umum.

Peradilan Pasal 3A itu sekaligus merupakan penjabaran dan
penguatan atas ketentuan pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004, yang
menempatkan peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sebagai pengadilan khusus yang memiliki dua kewenangan
absolut, yakni kewenangan Peradilan Agama dan kewenangan
Peradilan Umum.

. Asas-Asas Peradilan Agama
Dengan mencermati kandungan pasal-pasal yang terdapat dalam

UU No. 7 Tahun 1989 pasca amandemen, baik melalui UU No. 3

Tahun 2006 maupun melalui UU No. 50 Tahun 2009 (amandemen ke

dua) dapat ditemukan beberapa asas yang berlaku pada pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu seperti yang di jelaskan
sebagai berikut.

a. Personalitas Ke-Islaman

Para pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di
lingkung peradilan agama adalah orang-orang tertentu, yaitu orang
yang beragama Islam. Dengan kata lain orang-orang yang bukan
beragama Islam tidak dapat berperkara di lingkungan Peradilan
agama. Hal itu secara jelas dirumuskan pada pasal 1 ayat (1) UU
No. 50 Tahun 2009 (Amandemen ke dua da UU No. 7 Tahun) 1989
yang berbunyi : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam.

Keputusan pasal tersebut semakin mempertegas bahwa
Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaksana
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum
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dan keadilan bag rakyat pencari kcadilan perkara tertentu antara
otang-orang yang beragaiua Islam.
br. Pengadilan Pertama dan Ke dua
Penyelesaian  perkara di lingkungan Peradilan  Agama
dilakukan oleh pengadilan tingkal pertama dan oleh Pengadilan
Tinggi Agama sebagai pengadilan tngkat banding. Mal ini secsual
dengan ketenman pasal 3 ayat (1) No. 7 Tahun 1989 joUU No. 3
Tahun 2006 yang berbunyi ; Kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama. Ketentuan pasal 3 ini dipertegas lagi
dengan pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo.
UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan terdin air
pengadilan agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan
pengadilan tingg agama, vang merupakan pengadilan tingkat
banding,.
c. Wilayah Hukum Peradilan Agama
Wilayah bukwem  kekuasaun  peradilan  agama  dalam
meneroma,  memeriksa, mengadili dan  memuraskan  perkara
disesumkan dengan ktdudukan daerah hukumnya masing-masing.
Daerah hukum pengadilan agama sebagai pengadilan vang berlugas
menyelesaikan perkara tingkat pertama adalah daerah hukum ibukota
kabupaten atau pomerintah kota. Hal tersebut sccara cksplisit
lerluang dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 20086 jo UU No. 50
Tahun 2009 yang berbunyi : pengadilan agama berkedudukan di
Ibukota kabupaten/ kota dan darah hukumnya melipui wilavah
kabupaten/ kota'* Sedangkan dacrah hukum pengadilan tinggi
sebapal pengadilan yang bertugas menyelasaikan perkara tingkat
banding adalah dagrah hukum ibukota provinsi dan dacrah
bukumnya meliputi wilayah provinsi. 1al tersebut secara jelas
ferdapat dalam Pasal 4 ayat {2) UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No, 50
Tahun 2009 yang berbunyl © pengadilan tinggi agama berkedudukan
di thukota dan dacrah hukummya meliputi wilayvah provinsi.
d. Kewenangan Mengadili Perkara Terleniu
Kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan
agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kcewenangan
mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum
tertentu schagaimana dimamuskan dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun
2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi : peradilan agama

" Likat Amzndemen Undang-Undang Poradilan Agama (UL 1 Ne, 3 Tahun 200,
Cetakan Portama, (Jakarta: Sinar Gratfika, 20063
9
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2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia
21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3) Dispensasi kawin;

4) Pencegahan perkawinan;

5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;

6) Pembatalan perkawinan;

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan perceraian;

10) Penyelesaian harta bersama;

11) Penguasaan anak-anak;

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak,
bilamana bapak yang secharusnya bertanggung jawab tidak
mematuhinya;

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri dan penentuan suatu kewajiban bagi bekas
1stri;

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) Pencabutan kekuasaan wali;

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan wali seorang wali dicabut;

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua
orang tuanya,

19) Penentuan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang
ada di bawah kekuasaannya;

20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam;

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain.

. Bidang Waris

Dalam penjelasan atas Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU

No. 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan

“waris” itu meliputi:

1) Penentuan siapa yang memadi ahli waris;
2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
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3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan;
5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

Bidang Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu
benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum,
yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

. Bidang Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan
tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain
atau badan hukum untuk dimiliki.
Bidang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang
(wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syari’at.
Bidang Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslin atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim
dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya.
Bidang Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu
kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan,
minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau
menafkahkan sesuatu kepada orang lain berasarkan rasa ikhlas dan
karena Allah Subhanahu wata’ala.

. Bidang Ekonomi Syari’ah

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip
syari’ah, yang mencakup :
1) Bank Syari’ah;
2) Asuransi Syari’ah;
3) Reasuransi Syari’ah;
4) Reksadana Syari’ah;
5) Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah

syari’ah;

6) Sekuritas Syari’ah
7) Pembiayaan Syari’ah
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¥) Pegadaian Syan’ah
9y Dana Pensiun Syari’ah Lembaga Keuangan Svari'ah
L0 Bisnis Syari’ah; dan
11}1.embaga keuangan mikro syari'ah
i, Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Kcwenangan peradilan agama dalam mencrima, meimeriksa,
dan menyclesaikan perkara diatur dalam Pasal 50 avat (1) dan (2}
UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, Dalam memetiksa
perkara tersebut sebagaimana dirmmuskan dalam pasal 50, terdapat

kewenangan yang menuntut adanya penundaan pemeriksaan dan
yang menuntat adanya pemeriksaan dan penyelesaian dua perkara
atau lebih secara sekaligus.

i. Penundaan Memeriksa dan Mengadili

Apabila dalam memeniksa perkara, ternyata ditermukan bahwa
objek perkaranya itu dalam sengketa hak milik atau sengketa lain,
maka khusus mengenai objek sengketa wisebul harus diputus lebih
dahulu olch pengadilan dalam linglungan peradilan umuim, Secara
cksplhisit hal itu dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 3
Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : dalam hal
terjadi sengketa hak milik alau sengkefa dalam perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UL No. 50
Tahun 2009, khusus mengenai objck seugketa tersebul  harus
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
UIuIi.

Dengan demikian, apabila suatu perkara yang diajukan ke
pengadilan agama masih terdapat scogketa hak milik, maka
pengadilan agama tidak berwenang univk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara tersebut. Dadam Tl ini, penyclesaiun sengketa
tersebut harus diputus olch pangdilan negeri. Contoh - Fakhri dan
Mano, dua orang kakak beradik bersengketa mengenai harla waris,
Fakhri menggugat Mano ke pengadilan agama vang dalam
ougatannya mendahllan bahwa Mano tclah menguasal semua harta
peninggalan, lerinasuk schuah rumah vang ditempati Mano dengan
tanpa hak. Apabila dalam wakm yang bersamaan terdapat pihak lain
(Satria) yang keberatan, dan telah mengajukan hukti ke pengadilan
seama, bahwa telah didaftarkan gogatan di pengadilan neger
tethadap objck sengketa di penpadilan agama, maka dalam posisi
kasus seperti itu pengadilan agama harus menunda untuk menunggn
putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan dalam hngkung
peradilan wmum. Mengingat penyelasaian hak sengketa hak tilik
itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1} U0 Mo, 3 Tahun

13
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2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan penuh
pengadilan negeri.
. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik

Di dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No.
50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus
oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50
Tahun 2009. Perkara yang dimaksud itu meliputi : perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, adalah, dan ekonomi
syari’ah.

Dalam penjelasan atas UU on. 3 Tahun 2006 dikatakan
bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) itu memberikan wewenang
kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa
milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa
yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50
Tahun 2009 apabila subjek sengketa itu terjadi Siantar orang-orang
yang beragama Islam. Hal ini menghindari adanya upaya
memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa, karena
‘alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut
sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya
gugatan di pengadilan agama. Contoh : Fakhri dan Mano, dua orang
kakak beradik yang beragama Islam, bersengketa mengenai harta
waris. Fakhri menggugat Mano ke pengadilan agama, yang dalam
gugatannya mendalilkan bahwa Mano telah menguasai seluruh
harta peningggalan, termasuk rumah yang ditempati Mano tanpa
hak. Dalam persidangan Mano menyanggah gugatan Fakhri dengan
menyatakan bahwa rumah yang dikuasai Mano adalah hasil
pembelian dari Marshel.

Dalam posisi kasus seperti ini, maka pengadilan agama
diberi wewenang penuh untuk mengadili perkara waris sekaligus
menyelesaikan sengketa hak miliknya, tanpa harus menunggu
putusan dari pengadilan negeri, mengingat pihak-pihak yang
menjadi subjek sengketa itu sama-sama beragama Islam.

1. Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak
Keharusan mengadili menurut hukum dan persamaan hak
dirumuskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU
No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat 1)
UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : Pengadilan mengadili
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pertama,
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rumusan  “mengadili menurut  hukum®, sebagammana  tercantum
dalam pasal-pasal lersebut memberi pemahaman babwa lembaga
peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara hams berpedoman
don berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu semua
peraturan perundang-undangan yvang sah dan dibuat olch lembaga
vang kompeten. Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku,
crmasuk juga dalam pengertian menurul hulum adalah seluruh nila
vang bersumber dari nilai-nilai agama, moral, kultur, kebiasaan, dan
kepatutan.

Kedug, amusan mengadili “denpgan tidak membeda-bedakan
otang”  mengundang  pengertian  bahwa  setiap  orang  yang
menpajukan perkara ke pengadilan dalam lmgkungan peradilan
aggma mempunyai  hak  dan  kedudukan yanp sama  untuk
memperoleh kebenaran dan keadilan. Menurut M. Yahya Harahap,
persamaan hak tersebul berpedoman pada beberapa geram berikut.

m. Persamaan hak dan derajal dalan proses pemeriksaan persidangan
pengadilan atau equalbefore The low

n. Hak perlindungan yang sama Loe hukum atau equal Protection un
The las

0. Mendapat hak perlakuan vang sama di bawah hukum atan equal
Justice under The fas. ™" ’

p. Akl Memberi Bantuan

Kcharusan memberikan  bantuan  vang  dilakukan oleh
pengadilan dan peranpkat torkair lainnya tertera dalam rumosan
Pusal 58 avat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayal (2) ULl No. 4
Tahun 2004 yang berbunyi: pengadilan membantn para penecar
keadilan dan berusaha sckeras-kerasnya mengatasi segala hambalan
dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederbana, cepat dan
biaya ringan.

Kandungan hukum wang terdapat di dalam pasal-pasal
terschut mengharuskan bahwa dalam  pemeriksaan perkara di
pengadilan, bakim agar aktif memberikan bantuan kepada para pihak
vang berperkara. Pemberian baniuan torsebur terbatas pada bantuan
atau memberi nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
masalah “formal” atan mengenai tala cara beracara di pengadilan.
Hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasibat kepada para
pihak scpanjang mengenal masalah materiil atan pokok perkara, Hal
it semala-mata agar pemenksaan pothara di persidangan begalan
lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tafa fertib heracara

* Thid, blm. 73
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sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Karena itu sangat
disayangkan apabila terdapat kesalahan dalam masalah formal,
perkara yang diperiksa menjadi tertunda.
3. Mahkamah Syar’iyah dalam UU No. 18 Tahun 2001
Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Acch

Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang

telah diatur Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Dalam konsiderans

huruf (c) disebutkan, bahwa pelaksana Undang-Undang No. 44 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh perlu diselaraskan  dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 25

disebutkan:

a. Peradilan Syari’at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem
peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang
bebas dari pengaruh pihak mana pun;

. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) didasarkan atas syari’at Islam dalam System hukum
nasional yang diatur lebih lanjut dengan ganun provinsi NAD;

. Kewenangan sebagaimana_dimaksud pada ayat (2) diberlakukan
bagi pemeluk agama Islam.*!

Pada pasal tersebut jelas ada tambahan pada “Keistimewaan”

Aceh. Yakni adanya Lembaga Peradilan Khusus untuk melaksanakan

syari’at Islam yaitu Mahkamah Syar iyah sebagai lembaga peradilan

tingkat I dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai lembaga peradilan
tingkat banding. Lembaga (Mahkamah) inilah yang berwenang

melaksanakan syari’at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I

maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh

Mahkamah Agung.22 Demikian juga tentang sengketa kewenangan

mengadili antara Mahkamah Syar’iyah dengan lembaga peradilan

lainnya.”
Mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah, UU No. 18 Tahun

2001 menyerahkan pada qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Y BasiqDjalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010) him. 191

2(JJ No. 18 Tahun 2001 Pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi : “Mahkamah Syar’iyah
untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI”.

BIbid., Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2001 berbunyi: “Sengketa-sengketa antara
Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain, menjadi wewenang
Mahkamah Agung RI untuk tingkat pertama dan tingkat akhir”.
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Dan saat ini telah disahkan qamm provinsi NAD No. 10 tahun 2002
tentang PeradilanSyari at Islum. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa
perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi hokum kekeluargaan,
hulum perikatan, dan hukum harla benda serta perkara-perkara di
bidang Pidana yang melipufi (ishas-Divat, Hudud, dan Ta zirsebagai
kewenangan Mahkamah S}fﬂr’i;{&h.y
Hukum Materiil dan Hukum Formil Mahkamah Syariiyah harus
menggunakan Syari'al Islam. Menurut QanunNe. 10 Tahun 202 Pasal
53 dan 54, hukum mateniil dan formil yang bersumber dari syart’at
Islam akan dilaksanakan di Acch serta dituangkan dalam bentuk ganun
provinsi NAD. Kalau begita syani’at Islam yang akan dilaksanakan oleh
hakim Mahkamah Syat’ivah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi harus
dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu. ™
Mengenai Kepolisian Daersh NAD diatur dalam Pasal 21-23
UU No. 1% Tahun 2007 Scdang tentang kejaksaan diatur dalam pasal
24, Pasal 21 ayat (1) menvatakan © fugay Aepolision dilaksanakan oleh
kepolisian dacrah Provinsi NAD sebagal hagian dari Kepolisian
Negara RI. Sedang pada ayat 4 : hal-hal mengenal tugas fungsional
sehagaimana dimaksud pada ayat | di bidang ketertiban dan
ketentraman masvarakat dighur lebil lanjul dengan guin provins:
NAD. Scdang Pasal 22 ayat (4) | Penempuian perwire, hintura dan
tamiama kepolision Negara RI dari luar Aceh ke kepolisian daerah
provinst NAD  dilaksanchon  atas keputusan  Kepala  Kepolisian
Indonesia denguan memperhatikan sistem hukum, hudaya. dan adat
istiadat di daerah penugasan,”
Mengenai Kejaksaan, Pasal 24 menyatakon:
a. 'lugas Kejaksazmn dilaksanakan oleh Kejaksaan Provins: MAD
sebagai bagian darl Kejaksaan RI;
b. Pengangkalan Kepala Kejaksaan Tingg Provinsi NAD dilakukan
aleh Jaksa Agung dengan persetwjuan Gubernur Provinst NAD;
c. DPemberhentian Kepala KLg_akﬁazm Tinggi di Provinsi NAD
dilakukan oleh Jaksa Agung.”’
. Peradilan Aguma pada Reformasi sampai sekarang dalam
Perspektif Teori Sesial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori
Living Law
Peradilan Agama mengalami pertumbuban dan perkembangan
dalam tentang waktu yang panjang sejak Islam menjadi kekuatan

*Basig Halil, . hlm. 193
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Peradilan Agama pada Masa Refowmasi daiam Perspehtif Teori Sosial, Teort
bz Ketatanegaraan dan leori Living Law

politik di Indonesia. Sejalan dengan dinamika hukum yang semakin
kompleks, peradilan agama bernsaha tampil scbagai suatu institusi yang
menjadi pilar bagi suksesnya penegakan supremasi hukum. Karcna itu,
cksistensi peradilan agama perlu diperkuat dengan aturan nommatif vang
memberi otorilas yang luas (yurisdiksi) kepada peradilan ag::111ru:1.2r1

Pada Desember 2006, pemerintah menctapkan amandemes
terhadap UL No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2({)6 tentang
peradilan  agama, Penetapan Undang-undang baru Ini membawa
implikasi yang sigmifikan bagi peradilan agama, baik dalam konteks
institusional  maupon  dalam  kontcks  kewcnangan mengadilt
{vurisdiksi).”

Dalam  konteks institugional, peradilan agama memilik:
kedudukan yang sama dengan peradilan umum, lainnya dalam lata
hukurn di Indonesia. Lebih lanjut, substansi dari UU No. 3 Tahun 2006
salah saunya mencrapkan kebijakan satu alap institusi kehakiman
Peradilan apama yang scbelumnya masih dalam naungan Depariemen
Agama. selelah amandemen, maka peradilan agamna berada di bawah
oloritas atau naungan mahkamah agung. Hal ini membawa keuptungan
yanp sangal sipnifikan bagi peradilan agama itu sendin. Pertama.
peradilan agama mendapatkan pengakuan yang luas dari lembaga-
lembaga atau mstitusi hukum Jainnya. Sebagaimana yang kita ketahut,
sebelum kebijakan satu atap ini, peradilan agama dipandang schelab
mala schingga menumnkan reputasinya sebagai lembaga pengadil
Dapat dipahami, selain pada saat itu belum dibawahi langsung oleh
Mahkamah Asung, partisipasi peradilan agama dalam hal lafu Lintas
huum  kurang  komprehensif.  Kedua, peradilan  agama setelah
keluarnya kebijakan satu atap imi mulai mendapatkan privnlas yang
seimbang dengan peradilan umum lainnya, seperti peradilan negeri.
Peningkatan prioritas itu antara lain ditanda dengan hertambahnya
hakim agung yang direkrut dari hakim-hakim tings yang berlatar
belakang hakim peradilan agama.  Adalah  suatu yang cukup
mengoembirakan ketika hakim-hakim agama {(hakim tingei) diber:
alses yang luas scbagaimana yang berlaku bagi hakim-hakim negen
{(hakim tinggi) untuk menjadi hakim agung, scbab dengan hal int
partisipasi peradilan apama sccara tidak langsung dalam upaya
pencgakan supremasi hukum menjadi lebih signifikan dan sebagai salah
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satu wahana bapi aktualisasi visi luhur bagl peradilan apama
(penga}fm‘n:m].m

Dalam konteks kewenangan mengadili, yurisdiksi peradilan
agama mengalami perluasan yang cukup signifikan. Peradilan agama
tidak lagi hanya menangani masalah perkawinan, kewarisag, waslal,
hibah, wakat dan shadagab, namun lebih dari itu peradilan agama
diberikan wewcnang vang Icbih krusial. Pada pasal 49 poin i disebutkan
dengan jelas bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang
memetiksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama anlara
orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari’ah. Dalam
penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 discbutkan baliwa yang dimaksud
dengan ekonomi syari'ah adalah perbmatan  atan usaha vang
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, yang meliputi -
Bank Syari’ah
Lembaga Keuangan mikro Syari ‘ah
Asuransi Syari’ah
Ressuransi Syan’ah
Reksadana Syari‘ah
Obligasi Syari’ah dun surat berharga berjangka menengah svari'ah
Sekuritas Syari’ah
Pembiayaan Syari’ah
Pegadaian Syan ah _
Dana Pensiun Svari'ah Lembaga Keuangan Syan’ah
Bisnis S}'ari’ah“

Dengan perluasan kewenangan di atas, maka parfisipasi peradilan agama
dalam menjaga stabilitas hukem masyarakat lebih luas, Peranun peradilan
apama sangal diharapkan, terulama untuk menyelesaikan perkara ekonomis
syari’ah yang selama ini belum tarlaksana dengan baik. Eksistensi peradilan
agama akan benar-benar tenyi jika ke depan, peradilan agama dapat
menyclesaikan perkara-perkara ekonomm syani’ah dengan putusan yang benar-
benar memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.”

Dengan demikian, Dr. Kosim dalam Bukunya Scjarah Peradilan Apama
Sejarah Peradilan  Agama Perspektif Tcori Sosial dan ‘leor Hukum
Kctatanegaraan mengatakan bahwa Peradilan Agama di Indonssia dalam
perspektif teori sosial dan teon hukum ketataneparaan Indoncsia mengalami
fluktuasi dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama JIslam dan
mereka memperjuangkannya melalui sistem bukum ketatanegaraan Indonesia,

i O
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sehingga wewenang Peradilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan
serta dengan adanya peradilan agama merupakan fungsional interaksional
simbolis antara penduduk Indonesia yang mayoritas beragama dengan sistem
ketatanegaraan Indonesia, walaupun secara teori konflik dan pertukaran sosial
masih menyisakan persoalan.3

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Living Law, di mana dalam teori
ini, Hukum tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada
kewenangan negara (otoritas negara). Sumber nyata (real) dari hukum itu
bukan dari Undang-undang (UU) atau yang diperoleh dari kasus-kasus, tetapi
sumber hukum itu adalah dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu dan tugas
Hakim mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat. Pusat dani
gravitasi hukum itu terletak dalam tubuh (kehidupan) masyarakat itu sendiri
dan diminimalkan dari legislatif.

Sehingga, jika perkembangan Peradilan Agama dilihat dari perspektif ini
sangatlah sesuai dan terlihat sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat
Indonesia yang mayoritas Muslim, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua

substansi hukum yang ada di peradilan agama sesuai dengan teori living law.

C. Kesimpulan
Peradilan Agama pada Masa reformasi mengalami  banyak

perkembangan, terbukti dengan beralihnya Pembinaan peradilan dalam sistem
satu atap oleh Mahkamah Agung itu "sebagai_ upaya untuk mewujudkan
kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang
tidak memihak (impartial). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan di
era rteformasi, maka praktis terdapat berbagai akibat hukum yang
bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama.

Pertama, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan
peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu
mengandung pengertian bahwa peradilan agama berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama
yang sejak proklamasi kemerdekaan RI berada di bawah kekuasaan
Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan
Mahkamah Agung.

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan,
termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan
finansial badan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah
Agung itu sendiri banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat
Islam, terutama para elit politik dan tokoh agama Islam.

3Ibid
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Selain itu, Peradilan Agama di Aceh juga seperit mendapat angin segar
dengan diberikannyva kekuasaan abseolut dalam  Peradilan Apama dan
Pengadilan Negen dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001,
sehingia terbentuklah Mahkamah Syan’ah yang membawahi sclurah rakyat
Aceh vang beragama Islam dalam NahkodaSvari™at lslam.

Nalam Perepektif (cori sosial dan ketatanegaraan, Peradilan Agama
Indonceia mengalami fluktuasi dikarenskan masyarakat Indonesia mayontas
beragama Islam dan mereka memperjuangkannya melalu sistem hukum
ketatanegaraan Indonesia, sehingga wewenang Peradilan Agama mengalami
peningkatan yang signifikan sena denpan adanya peradilan agama merupakan
fungsional intcraksional sumbelis anlara penduduk Indongsia yang mayoritas
beragarna dengan sistern ketatanegarasn Indoncsia, walaupun secara teon
konflik dan pertukaran sosial masih menyisakan persoalan.

Adapun jika ditinjau dari perspektif Living Law, Peradilan pada masa
reformasi terlihat sangat dipenganihi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang
mavoritas Muslim, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua substansi
hukum yvang ada di peradilan sesum dengan Indonesia livinglaw.
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